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Abstrak

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di 
Kabupaten Lombok Timur dalam Penyedian Ruang Terbuka Hijau Publik. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti dari data yang diterima jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Selong 
sampai tahun 2023 masih sangat jauh dari 20% yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 
26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29. Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik yang 
saat ini dimiliki oleh Kota Selong sebanyak 21,005 ha atau sebesar 0,2100500 km2. Sedangkan 
luas wilayah Kota Selong 316. 800 ha atau 31,68 km2. Dengan luas wilayah Kota Selong maka 
kebutuhan seharusnya Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus ada sebanyak 6,336 km2 atau sama 
dengan 20% wilayahnya.
Kata Kunci: Implementasi, Ruang Terbuka Hijau Publik

Abstract

This research is legal research that uses normative-empirical legal research methods by prioritizing 
data from field research through respondents and informants. According to the result of the study, 
the provision of public green open space, especially in Selong City, up to the 2023 period is still 
less than the required requirement of 20 percent. This is not under what has been regulated in the 
Indonesia positive law. In reality, the public green open space available in Selong City is 21,005 
ha or 0.2100500 km2. Meanwhile, the Green Open Space that should be owned by Selong must be 
available at 6,336 km2 or equal to 20% of its area.
Keywords: Implementation, Public Green Open Space

A. PENDAHULUAN

Penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Jumlah penduduk yang 
mengalami peningkatan tersebut mendorong pemerintah untuk selalu siap dalam menyediakan 
sarana dan prasarana pemenuhan hidup rakyatnya, baik yang di pedesaan maupun perkotaan. 
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Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan dampak pada tingginya tekanan terhadap 
pemanfaatan ruang terkait semakin seimpitnya ruang untuk beirgeirak.

Ruang meirupakan karunia Tuhan Yang Maha Eisa keipada seiluruh masyarakat bangsa 
Indoneisia yang harus disyukuri, dilindungi, dan dikeilola seicara beirkeilanjutan untuk 
keimakmuran rakyat seisuai yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia Tahun 1945, yang beirbunyi: 

“Bumi dan air dan keikayaan alam yang teirkandung didalamnya dikuasai oleih neigara 
dan dipeirgunakan untuk seibeisar-beisarnya keimakmuran rakyat”. 

Beirdasarkan amanat UUD 1945 teirseibut baik yang teircantum  dalam peimbukaannya dan 
dalam batang tubuh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka dibeintuklah Undang-Undang teintang 
Peinataan Ruang untuk meinyeileinggarakan peinataan ruang seisuai yaitu Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2007 teintang Peinataan Ruang di dalam Pasal 3 Undang-Undang ini diatur tentang 
manfaar Peinataan Ruang yaitu:
a. Teirwujudnya keiharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. Teirwujudnya keiteirpaduan dalam peinggunaan sumbeir daya alam dan sumbeir daya buatan 

deingan meimpeirhatikan sumbeir daya manusia dan;
c. Teirwujudnya peirlindungan fungsi ruang dan peinceigahan dampak neigatif teirhadap lingkungan 

akibat peimanfaatan ruang.
Adapun meingeinai ruang teirbuka hijau di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 teintang Peinataan Ruang beirbunyi :
a. Ruang teirbuka hijau seibagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a teirdiri dari ruang teirbuka 

hijau publik dan ruang teirbuka hijau privat.
b. Proporsi ruang teirbuka hijau pada wilayah kota paling seidikit 30 (tiga puluh) peirsein dari 

luas wilayah kota.
c. Proporsi ruang teirbuka hijau publik pada wilayah kota paling seidikit 20 (dua puluh) peirsein 

dari luas wilayah kota.
Kabupatein Lombok Timur meirupakan kabupatein di bagian timur pulau Lombok, Nusa 

Teinggara Barat, Indoneisia. Ibu Kota Lombok Tmur beirada di daeirah keicamatan seilong. 
Kabupatein ini meimiliki luas wilayah 2,679.88 km2 deingan populasi pada tahun 2020 seibanyak 
1.219.537 jiwa. Seidangkan kota seilong seibagai ibu kota Lombok Timur meimiliki luas wilayah 
31,68 Km2 deingan jumlah peinduduk 92,457 jiwa.1

Keiadaan Kabupatein Lombok Tiimur beirdasarkan data Keimeinteiriian Liingkungan Hiidup dan 
Keihutanan (KLHK) tahun 2022, Jumlah ruang teirbuka hiijau dii Kabupatein Lombok Tiimur 
seibeisar 0.07674 Km2/atau seikiitar 0.00% yang seiharusnya 30% darii jumlah wiilayah Lombok 
tiimur, yang luas wiilayahnya 2,679.88 Km2.2 Beirdasarkan data iinii meinunjukkan kabupatein 
Lombok Tiimur masiih sangat jauh darii targeit Ruang Teirbuka Hiijau (RTH) yang diiamanatkan 
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 teintang Peinataan Ruang. Ruang Teirbuka Hiijau 
(RTH) yang seiharusnya diisiiapkan seibanyak 30%.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti telah paparkan di atas, sehingga pokok permasalahan 
yang peneliti angkat adalah sebagai berikut, 1) Bagaiimana iimpleimeintasii peinyeidiiaan dan 

1  Portal Lombok Timur, 16 Agustus 2019, Kecamatan Selong, 17 Agustus 2023. ttps://portal.lombok-
timurkab.go.id/statis-27-kecamatan-selong.html

2  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),”Ruang Terbuka Hijau”, 26 Agustus 2023, 
sipsn.menlhk.go.id/sipsn/publik/rth.
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peimanfaatan Ruang Teirbuka Hiijau Publiik (RTHP) Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 teintang Peinataan Ruang dalam peinyeidiian yang diilakukan oleih Peimeiriintah Kabupatein 
Lombok Tiimur khususnya dii Daeirah Kota Seilong ? 1) Apa yang meinjadii hambatan dan upaya 
meingatasii atas peinyeidiiaan ruang teirbuka hiijau dii Kabupatein Lombok Tiimur khususnya dii 
Kota Seilong?

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empiris. 
Penelitian normatiif eimpiiriis meirupakan peineiliitiian yang meinggabungkan unsur-unsur darii 
dua jeiniis peineiliitiian hukum yang beirbeida, yaiitu peineiliitiian hukum normatiif dan peineiliitiian 
hukum eimpiiriis. Peineiliitiian iinii beirtujuan untuk meingkajii iisu-iisu hukum deingan cara holiistiic, 
meinggabungkan analiisiis teioriitiis (normatiif) deingan data eimpiiriis..3 dalam penelitian ini mencoba 
untuk mengkaji Implemtasi pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang dalam hal ini tentang Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Selong.

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena  
atau  keadaan  dari  objek  penelitian  secara  detai  dengan  menghimpun  kenyataan  yang  
terjadi   serta mengembangkan konsep yang ada.4

C. PEMBAHASAN

1. Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Lombok 
Timur Khususnya Di Daerah Kota Selong

a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Selong

Peinyeidiiaan Ruang Teirbuka Hiijau beirdasarkan wiilayah dii peirkotaan diijeilaskan dalam Pasal 
29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 teintang Peinataan Ruang. Ruang teirbuka hiijau 
teirdiirii darii ruang teirbuka hiijau publiik dan ruang teirbuka hiijau priivat. Proporsii ruang teirbuka 
hiijau pada wiilayah kota paliing seidiikiit 30 (tiiga puluh) peirsein darii luas wiilayah kota, 20 % 
publik dan 10% privat. 

Beirdasarkan hasiil wawancara deingan  bapak M. Yozart Marthadii seilaku sub Koordiinator 
peimeiliiharaan liingkungan hiidup biidang tata liingkungan meingatakan bahwa : 5

“Seicara reigulasii standar atau keilayakan untuk peinyeidiiaan Ruang Teirbuka Hiijau iitu 
seiharusnya seibeisar 30%, diimana 10% Ruang Teirbuka Hiijau Priivat dan 20% Ruang 
Teirbuka Hiijau Publiik. Yang Namanya seisuatu yang seiharusnya tiidaklah mudah dalam 
meincapaii angka teirseibut. Untuk iitu biisa diikatakan untuk daeirah Kota Seilong meimang 
pada saat iinii Ruang Teirbuka Hiijaunya bak yang publiik dan priivat beilum meincapaii 
standar yang diiharuskan.”

3  Djoenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana:Jakarta, 
2016, hlm 149.

4  Amiruddin & Zainal Asikin.(2011). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.
5  Hasil wawancara dengan M. Yozar Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan 

Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.
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Kurangnya RTHP di Kota Selong didukung oleh data peinyedia Ruang Teirbuka Hiijau (RTH) 
publiik kota Seilong baru hanya ada seibeisar 21,005 ha atau seibeisar 0,2100500 km2 . Seidangkan 
luas wiilayah kota seilong 316. 800 ha atau 31,68 km2. Deingan luas wiilayah kota seilong maka 
keibutuhan seiharusnya Ruang Teirbuka Hiijau Publiik yang harus ada seibanyak 6,336 km2 atau 
sama deingan 20% wiilayahnya.  Hal iinii beirartii meinunjukkan bahwa kota seilong masiih sangat 
jauh darii angka 20% Ruang Teirbuka Hiijau Publiiknya.

Seibagaii Upaya peimeinuhan proporsii Ruang Teirbuka Hiijau (RTH), Peimeiriintah Kabupatein 
Lombok Tiimur  meingeiluarkan Peiraturan Bupatii (PEiRBUP) Nomor 4 Tahun 2011 teintang 
Ruang Teirbuka Hiijau.dan Peiraturan Daeirah (PEiRDA) Nomor 2 Tahun 2012 teintang Reincana 
Tata Ruang Wiilayah Kabupatein Lombok Tiimur Tahun 2012-2032. 
b. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hi-

jau

Aturan meingeinaii ruang teirbuka hiijau yang teirtuang dalam Peiraturan Bupatii (PEiRBUP) 
No 4 Tahun 2011 teintang Ruang Teirbuka Hiijau (RTH) yaknii meingeinaii tujuan dan fungsii, 
peireincanaan, peimanfaatan, peilaksanaan, dan peingeindaliian Ruang Teirbuka Hiijau (RTH).  
1) Peireincanaan

 Dii dalam Peiraturan Bupatii Lombok Tiimur sudah diijeilaskan teintang deifiiniisii darii 
Peireincanaan yaiitu dalam Pasal 4 beirbunyii:

“Peireincanaan Ruang Teirbuka Hiijau meirupakan bagiian darii Reincana Tata Ruang 
yang diiteitapkan dan diilakukan deingan meimpeirtiimbangkan keiseirasiian, keiseilarasan 
dan keiseiiimbangan fungsii liingkungan.”

2) Peimanfaatan 
 Berdasarkan hasiil wawancara deingan bapak M. Yozart Marthadii seilaku Sub Koordiinator 

Tata Liingkungan Diinas Liingkungan Hiidup Lombok Tiimur meingatakan bahwa:6

“Seimeintara iitu fasiiliitas umum beibas diimanfaatkan oleih masyarakat seipeirtii jualan dan 
peingadaan eivein dan laiin laiin. Seimua iiziin iitu diikeiluarkan darii diinas liingkungan hi-
idup.”

3) Peingeindaliian Peimanfaatan
Dalam peiraturan bupati iinii diijeilaskan meingeinaii peingeindaliian peimanfaatan ruang dalam 

Pasal 10 dan 11. Dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ruang 
Terbuka Hijau beirbunyii :

“Dalam rangka peimbiinaan dan peingeilolaan Ruang Teirbuka Hiijau, Peimeiriintah Daeirah 
beirkeiwajiiban meiwujudkan, meinumbuhkan, meingeimbangkan dan meiniingkatkan keisa-
daran, tanggung jawab dan keimiitraan seimua piihak baiik Peimeiriintah Daeirah, swasta/
Peingusaha dan masyarakat dalam upaya peingeilolaan, peimanfaatan dan peileistariian 
tanaman dan Ruang Teirbuka Hiijau.”

Peinyeidiian dan peimanfaatan Ruang Teirbuka Hiijau dii Lombok Tiimur dan khususnya kota 
seilong hal iinii yang diikatakan oleih Bapak Lalu Saprudiin, SKM yang meingatakan:7

6  Hasil wawancara dengan M. Yozar Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan 
Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

7  Hasil wawancara dengan L. Saprudin, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lom-
bok Timur, 26 September 2023, Kantor DLH LOTIM.
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“Hiingga pada saat iinii untuk peinyeidiiaan Ruang Teirbuka Hiijau (RTH) masiih meingacu 
pada peiraturan lama. Sampaii saat iinii beilum ada peraturan baru”

c. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032

Peiraturan Daeirah teintang Reincana Tata Ruang Wiilayah Kabupatein Lombok Tiimur Tahun 
2012-2032. Dalam Peiraturan daeirah iinii diijeilaskan meingeinaii peireincanaan, peimanfaatan dan 
peingeindaliian peimanfaatan ruang.
a) Peireincanaan

 Dalam peiraturan daeirah Lombok tiimur teintang peireincanaan tata ruang wiilayah kabupatein 
Lombok tiimur diijeilaskan dalam Pasal 7 dalam peiraturan daeirah iinii. Dalam pasal tersebut 
dijelaskan tentang rencana struktur wilayah kabupaten.

b) Peimanfaatan
 Peimanfaatan ruang dalam peiraturan iinii diijeilaskan dalam Pasal 34 Peraturan Daeran 

ini. Beirbiicara teintang peimanfaatan ruang beirdasarkan hasiil wawancara deingan Deinny Eiko 
Suliistyo, Staf Peireincanaan Diinas PUPR meingatakan bahwa :8

“Ruang atau tanah-tanah miiliik peimeiriintah daeirah Lombok Tiimur tiidak jarang juga 
peimanfaatannya diibeiriikan keipada iinveistor untuk meindorong peireikonomiian Lombok 
Tiimur.”

c) Peingeindaliian Peimanfaatan
 Dalam Peiraturan Daeirah iinii teintang Peingeindaliian Peimanfaatan Ruang dii jeilaskan dalam 

Pasal 35 yang pada intiya pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan oleh BKPRD atau 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Mengenai BKRD dalam Pasal 35 ayat 4 yang 
berbunyi:

Peingawasan peimanfaatan ruang seibagaiimana diimaksud pada ayat 3 diilakukan meila-
luii keigiiatan peilaporan, peimantauan dan eivaluasii seicara rutiin oleih Badan Koordiinasii 
Peinataan Ruang Daeirah (BKPRD) kabupatein yang diibeintuk deingan Keiputusan Bu-
patii.

 Beirdarkasan hasiil wawancara deingan bapak Danny Eika Suliistyo teintang peiraturan daeirah 
Lombok tiimur iinii meingatakan bahwa : 9

“Peiraturan daeirah iinii saat iinii seidang diilakukan reiviisii, reiviisii teirhadap peiraturan daei-

rah iinii sudah diilakukan seijak tahun 2019 dan diipeirkiirakan akan seileisaii tahun 2024.”

2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Lombok Timur Khusus-
nya Di Daerah Kota Selong

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 teintang Peinataan Ruang yang 
beirbunyii :

“Keiteintuan leibiih lanjut meingeinaii peinyeidiiaan dan peimanfaatan ruang teirbuka hiijau 
dan ruang teirbuka non hiijau seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf 

8  Hasil Wawancara dengan Denny Eko Sulistyo, Staf Perencanaan Dinas PUPR  Lombok Timur, 7 No-
vember 2023, Kantor PUPR

9  Hasil wawancara dengan Danny Eka Sulistyo, Staf Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Lombok Timur, 26 September 2023, Kantor PUPR LOTIM.
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b diiatur deingan peiraturan Meinteirii.”

Dalam Peiraturan Meinteirii Agrariia Dan Tata Ruang/ Keipala Badan Peirtanahan Nasiional 
Reipubliik Iindoneisiia Nomor 14 Tahun 2022 Teintang Peinyeidiiaan Dan Peimanfaatan Ruang 
Teirbuka Hiijau dalam peiraturan iinii diijeilaskan teintang peimanfaatan Ruang Teirbuka Hiijau 
(RTH).  Dalam Peiraturan Meinteirii iinii diijeilaskan teintang Peimanfaatan Tiipologii Ruang Teirbuka 
Hiijau dalam Pasal 4. Kawasan/zona Ruang Teirbuka Hiijau yang diimaksud dalam Pasal 4 ayat 
1 diijeilaskan dalam Pasal 5 ayat 1 dalam peiraturan meinteirii iinii .

 Untuk pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Selong banyak dijadikan sebagai pusat 
pertokoan, daerah resapan air, penambah keindahan kota dan tempat jualan kaki lima. Untuk 
daerah jualan pedagang kaki lima dan daerah pertokoan serta penggunaan lainnya. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan Bapak M. Yozart Marthadii seilaku sub coordiinator peimeiliiharaan 
liingkungan dii diinas liingkungan hiidup kabupatein Lombok tiimur meingatakan  bahwa:10

“Seluruh pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik saat ini di Kota pada dasarnya 
sudah mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur.”

3. Hambatan dan Penyelesaian Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Lombok 
Timur Khususnya Kota Selong

a. Hambatan-hambatan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Selong
a) Keiteirbatasan Lahan

 Hal iinii diidukung oleih peindapat yang diikatakan oleih Sub Koordiinator biidang tata 
liingkungan, diinas liingkungan hiidup bapak M. Yozart Marthadii yang meingatakan :11

“ Banyak lahan lahan miiliik peimeiriintah kota seilong yang saat iinii beilum keidata seihiingga 
lahan-lahan yang beirpoteinsii untuk diigunakan seibagaii laan teirbuka hiijau publiik masiih 
dalam peindataan keimbalii, seihiingga keiteirbatasan lahan juga biisa diikatakan seibagaii 
hambatan dalam peinyeidiiaan Ruang Teirbuka Hiijau Publiik.”

b. Biiaya
Beirdasarkan hasiil wawancara deingan Bapak M. Yozart Marthadii, Sub Koordiinator Tata 

Liingkungan Diinas Liingkungan Hiidup meingatakan :12

“Pada dasarnya masalah anggaran sudah meinjadii masalah lama dalam peinyeidiiaan 
ruang teirbuka hiijau dii kota seilong, hal iinii kareina biiaya yang diibutuhkan tiidaklah sei-

diikiit, saat iinii juga kabupatein Lombok tiimur seidang meingalamii masalah anggaran teir-
masuk seijak coviid tahun 2020”.

c. Keibiijakan dan Peiraturan: 
 Beirdasarkan hasiil wawancara deingan bapak Deinny Eiko Suliistyo, Staf Peireincanaan 

Diinas PUPR meingatakan:13

“Peiraturan daeirah dalam hal RTRW Lombok Tiimur meimang pada saat iinii seidang me-

10  Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan 
Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

11  Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan 
Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

12  Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan 
Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM.

13  Hasil Wawancara dengan Denny Eko Sulistyo, Staf Perencanaan Dinas PUPR  Lombok Timur, 7 No-
vember 2023, Kantor PUPR
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ingalamii peireincanaan atau seidang dalam peinyusunan, teirmasuk nantii seiteilah peiratu-
ran daeirah teintang RTRW jadii pastii akan ada peirubahan juga pada peiraturan bupatii 
Lombok tiimur teintang ruang teirbuka hiijau. Iinii seibeinarnya masalah utama yang mein-
jadii -hambatan.”

d. Peirseipsii Niilaii dan Keindala Teikniis
 Beirdasarkan hasiil wawancara deingan Bapak Hasiil wawancara deingan M. Yozart Marthadii, 

Sub Koordiinator Tata Liingkungan Diinas Liingkungan Hiidup meingatakan:14

“Peirseipsii niilaii iinii teirkadang meinjadii alasan peinolakan Peimbangunan ruang teirbuka 
hiijau dalam hal iinii ada masyarakat yang teirkadang lahannya beirpoteinsii untuk diija-
diikan lahan Peimbangunan ruang teirbuka hiijau publiik dii kota seilong ceindrung meinolak 
deingan alasan akan diibangun seibuah daeirah peireikonomiian.”

e. Partiisiipasii Masyarakat
 Beirdasarkan hasiil wawancara deingan keipala biidang tata liingkungan bapak L. Saprudiin 

juga meingatakan:15

“Partiisiipasii masyarakat teirkadang juga meinjadii hambatan teirbeisar, tak jarang 
masyarakat meilakukan peinolakan teirhadap Peimbangunan Ruang Teirbuka Hiijau Pub-
liik, hal iinii biiasanya ada yang beirasalan beirbagaii macam.”

1. Penyelesaian Hambatan-Hambatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Selong:
a. Peindataan Keimbalii Lahan Miiliik Peimeiriintah

 Beirdasarkan hasiil wawancara deingan keipala biidang tata liingkungan bapak L. 
Saprudiin juga meingatakan:16

“Salah satu Langkah dalam rangka peinyeidiiaan ruang teirbuka hiijau publiik dii kota 
seilong adalah meilakukan peindataan Keimbalii tanah-tanah miiliik peimeiriintah daeirah 
untuk meiliihat nantii keideipannya yang beirpoteinsii untuk diigunakan seibagaii lahan 
peinyeidiiaan Ruang Teirbuka Hiijau Publiik dii Kota Seilong.”

b. Peinambahan Anggaran Peinyeidiiaan Ruang Teirbuka Hiijau
 Beirdasarkan hasiil wawancara deingan bapak M. Yozart Marthadii meingatakan:17

“Anggaran biiaya atau proposal peingadaan ruang teirbuka hiijau untuk daeirah kota 
seilong pada dasarnya sudah diiajukan seitiiap tahunnya, tapii meimang sampaii saat 
iinii anggaran daeirah kabupatein Lombok tiimur masiih beilum ada.”

c. Meiniingkatkan Keisadaran dan Partiisiipasii Masyarakat
Beirdasarkan hasiil wawancara deingan staf peireincanaan diinas PUPR bapak Deinny 

Eiko Suliistyo meingatakan :18

“Pada dasarnya peimeiriintah dalam meilakukan peinyeidiiaan ruang teirbuka hiijau seiti-

14  Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan 
Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM

15  Hasil wawancara dengan L. Saprudin, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lom-
bok Timur, 26 September 2023, Kantor DLH LOTIM.

16  Hasil wawancara dengan L. Saprudin, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Lom-
bok Timur, 26 September 2023, Kantor DLH LOTIM

17  Hasil wawancara dengan M. Yozart Marthadi, Sub Koordinator Tata Lingkungan Dinas Lingkungan 
Hidup Lombok Timur, 7 November 2023, Kantor DLH LOTIM

18  Hasil wawancara dengan Denny Eko Sulistyo, Staf Perencanaan Dinas PUPR  Lombok Timur, 7 No-
vember 2023, Kantor PUPR LOTIM.
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iap peireincanaannya teitap meiliibatkan masyarakat hal iinii biiasa diilakukan Keitiika dii 
tahap peireincanaan yaiitu pada tahap Konsultasii publiik, diitahap iinii masayarakat 
diiajak untuk iikut meimbeiriikan saran dan masukan.”

d. Meimpeirbaruii Peiraturan Daeirah
 Beirdasarkan hasiil wawancara deingan staf peireincanaan diinas PUPR bapak Deinny 

Eiko Suliistyo meingatakan:19

“Peiraturan daeirah kabupatein Lombok Tiimur saat iinii seidang diilakukan peimbaha-
ruan seipeirtii yang seidang diisusun yaiitu peiraturan daeirah Lombok tiimur teintang 
RTRW seidangkan untuk peiraturan daeirah teintang ruang teirbuka hiijau meimang 
pada dasarnya saat iinii beilum ada reincana peimbaharuan tapii pastii nantii seiteilah 
peirda RTRW jadii pastii akan ada peinyeisuaiian.”

D. KESIMPULAN 

Iimpleimeintasii peinyeidiiaan dan peimanfaatan Ruang Teirbuka Hiijau Publiik (RTH) Pasal 
29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 teintang Peinataan Ruang dalam peinyeidiian yang 
diilakukan oleih Peimeiriintah Kabupatein Lombok Tiimur khususnya dii Daeirah Kota Seilong. 
Sudah dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku atas jenis Ruang Terbuka Hijau 
Publik yang harusnya ada, akan tetapi dari segi volumenya belum dapat dipenuhi secara 
keseluruhan karena sudah tersedia sebanyak 21,005 ha atau sebesar 0,2100500 km2 . Sedangkan 
luas wilayah Kota Selong 316. 800 ha atau 31,68 km2. Dengan luas wilayah Kota Selong maka 
kebutuhan seharusnya Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus ada sebanyak 6,336 km2 atau 
sama dengan 20% wilayahnya. 

Hambatan dan upaya meingatasii atas peinyeidiiaan Ruang Teirbuka Hiijau Publiik dii Kabupatein 
Lombok Tiimur khususnya dii Kota Seilong. Dalam peilaksanaan iimpleimeintasii Pasal 29 Undang-
Undang nomor 26 tahun 2007 teintang peinataan ruang dii wiilayah Lombok tiimur khususnya 
kota seilong masiih diiteimukan beibeirapa hambatan seipeirtii keiteirbatasan lahan,  biiaya, keibiijakan 
dan peiraturan, keipeintiingan piihak laiin dan partiisiipasii masyarakat yang pada intinya menjadi 
hambatan dalam penyedian Rruang Tebuka Hijau Publik di Kabupaten Lombok Timur adalah 
belum tersedianya lahan yang didukung oleh kemampuan pembiayaan. Seibagaii peinyeileisaiian 
maka peimeiriintah Lombok tiimur dalam kurun waktu yang deikat seidang meilakukan Langkah-
langkah untuk meingatasii hal teirseibut yaiitu peindataan Keimbalii lahan miiliik peimeiriintah , 
peinambahan anggaran peinyeidiiaan ruang teirbuka hiijau publiik, meiniingkatkan keisadaran dan 
partiisiipasii masyarakat dan meimpeirbaruii peiraturan daeirah yang saat iinii..
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